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Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang

dimana masih memilik lahan tanah yang dikuasai oleh negara dikarenakan lokasi lahan tanah

tersebut masih di Kawasan hutan atau yang sama sekali belum dijadikan pemukiman oleh

rakyat di lokasi tersebut tetapi apabila raykat ingin menggunakan lahan tanah tersebut untuk

memenuhi keberlangsungan hidup raykat tersebut boleh digunakan. Kasus tanah yang terjadi

di Desa Bintet, Belinyu-Bangka Belitung ini merupakan kasus lahan tahan yang dapat

dikatakan tumpang tindih dikarenakan jual beli lahan tanah tersebut hanya menggukan Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) saja yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa setempat. Dalam studi ini yang dilakukan lebih lanjut adalah meneliti lebih dalam

bagimana kekuatan hukum dari surat yang digunakan untuk transaksi jual beli lahan tanah

tersebut dan apa akibat dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan surat tersebut.



ABSTRACT

THESIS TITLE : LEGAL STRENGTH OF A STATEMENT OF PHYSICAL
CONTROL

OF LAND IN LAND TRANSFER TRANSACTIONS BASED ON
AGRARIAN
LAW (CASE STUDY CV.ENAM SEMBILAN MAKMUR)
STUDENT NAME : HENNY PERTIWI GANI
NIM : 207211022

KEYWORDS : LAND TRANSFER, LAND DISPUTES, LEGAL BASIS

Currently Indonesia has 38 provinces spread from Sabang to Merauke, which still have land
that is controlled by the state because the location of the land is still in a forest area or has not
been used as a settlement by the people in that location, but if the people want to use the land
that can be used to ensure the survival of the people. The land case that occurred in Bintet
Village, Belinyu-Bangka Belitung is a case of impervious land which can be said to be
overlapping because the sale and purchase of land only used a Statement of Physical Land
Control (SPPFBT) issued by the local Village Head. In this study, what was carried out
further was to examine in more depth what the legal force of the letter used for land sale and
purchase transactions was and what the consequences of transactions carried out using this

letter were.
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